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ABSTRAK
PERAN KUA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI KECAMATAN

METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

OLEH 
JAMALUDIN

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang
berada di wilayah kecamatan. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat
yang  terkait  dengan  pelaksanakan  pencatatan  nikah;  mengurus  dan  membina
masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan
keluarga sakinah. Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang
dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah itu sesuai dengan sunnah Nabi
Muhammad SAW diumumkan melalui  walimah  supaya diketahui orang banyak.
Akan  tetapi,  dalam kenyataannya  masih  banyak  dijumpainya  pernikahan  yang
dilakukan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam undang- undang
tersebut,  seperti  pernikahan  yang  dilakukan  di  bawah  tangan  atau  yang  lebih
peneliti kenal dengan sebutan perkawinan siri.

Rumusan masalah  dalam penulisan  skripsi  ini  adalah  Bagaimana Peran
KUA dalam mengatasi nikah siri di kecamatan Metro Kibang kabupaten Lampung
Timur?  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Peran  KUA  dalam
mengatasi  nikah  siri  di  kecamatan  Metro  Kibang kabupaten  Lampung  Timur.
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian
lapangan (field reseach). Penelitian ini bersifat  deskriptif.  Metode penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data yaitu  interview  dan dokumentasi.  Data
dalam  penelitian  ini  adalah  data  berupa  hasil  interview dengan  Kepala  KUA
Kecamatan  Metro  Kibang,  staff  administrai  nikah  dan  rujuk  KUA Kecamatan
Metro Kibang, dan pelaku pernikahan siri serta data lain yang mendukung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran KUA dalam mengatasi nikah
siri  di  kecamatan  Metro  Kibang  kabupaten  Lampung  Timur  diantaranya:
melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia
yang dilakukan oleh BP4 di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan
wali,  melakukan  sosialisasi  tentang  pentingnya  pencatatan  pernikahan  dan
dampak buruknya terhadap keluarga,  ibu dan anak, KUA Metro Kibang saling
bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N bersama
staff  aparatur  desa  melakukan  penyuluhan-penyuluhan  setiap  2  Bulan  sekali
kepada masyarakat, KUA Metro Kibang sebagai lembaga utama yang mengurusi
pernikahan di wilayah Metro Kibang dengan pendekatan yang dilakukan melalui
majelis  taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak
dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan siri dari pada dampak positif.





MOTTO

  
   
    
   
  

    
Artinya:  Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya

dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis,  (QS. Al Baqarah: 282)1

1 Departemen  Agama  Islam  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemah, (Bandung:  CV  Penerbit
Dipenogoro, 2005), h. 112
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah  satu  bentuk  perbuatan  yang  suci  adalah  perkawinan,  karena

dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan

lahiriyah  semata,  melainkan  juga  ikatan  bathiniyah.  Perkawinan  menurut

hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon

gholiidhan untuk mentaati  perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

ibadah.2

Perkawinan  adalah  suatu  ikatan  hukum  antara  pria  dan  wanita

untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di

dalam  hukum  Islam,  suatu  perkawinan  sudah  dianggap  sah  yaitu  apabila

perkawinan  tersebut  telah  memenuhi  rukun-rukun  dan  syarat-syarat  nikah

sebagaimana  ditetapkan  di  dalam  syariat  Islam.  Menurut  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun  1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan

supaya  manusia  mempunyai  keturunan  dan  keluarga  yang  sah  menuju

kehidupan bahagia di dunia dan akhirat,  di bawah naungan cinta kasih dan

ridha Illahi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang  wanita  sebagai suami

2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, (Bandung: Fokusmedia, tt.), h. 7
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istri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3

Tujuan  utama  dari  perkawinan  adalah  membina  kehidupan  rumah

tangga  yang  kekal  dan  bahagia  di  antara  suami  istri  dengan  maksud

melanjutkan  keturunan.  Mengingat  perkawinan  itu  merupakan  tuntutan

naluriah  manusia  untuk  berketurunan  guna  kelangsungan  hidupnya  dan

memperoleh  kedamaian  hidup  serta  menumbuhkan  dan  memupuk  kasih

sayang  insani.  Keharmonisan  yang  ada  di  antara  dua  jiwa  akan  membuat

mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.

Allah  SWT  menyatakan  dalam  Al-Quran  bahwa  hidup  berpasang-

pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk

manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49:

   
 

  

Artinya Dan segala   sesuatu   kami  ciptakan   berpasang-pasangan

agar kamu mengingat (kebesaran Allah).4 (QS. Adz Dzariyat: 49)

Dari  ayat  di  atas,  peneliti  dapat  mengetahui  bahwa Allah  swt  telah

menegaskan bahwa segala sesuatu di ciptakan berpasang-pasangan serta jodoh

itu ada  di  tangan-NYA.  Oleh  karena  itu,  peneliti  senantiasa  mengingat

kebesaran Allah Swt dan yakin dengn janji Allah SWT.

Salah  satu  hal  yang  perlu  diperhatikan dalam  perkawinan  adalah

adanya  rukun dan syarat dalam perkawinan,  rukun dan syarat adalah bagian

3 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munak ahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 15
4 QS. Ad Dzariyat [51]: 45
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inti  dari  proses  perkawinan  dan  sangat penting dalam membentuk keluarga

yang  bahagia.  Karena  dalam perkawinan  diperlukan  kemampuan  bertindak

hukum juga kematangan biologis dan psikologis dapat di bina dengan baik.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan

mempunyai  tujuan  yang  sakral  pula,  dan  tidak  terlepas  dari  ketentuan-

ketentuan  agama.5 Orang  yang  melangsungkan  sebuah  pernikahan  bukan

semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya,

melainkan  untuk  meraih  ketenangan,  ketentraman  dan  sikap  saling

mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang

dalam. Di samping itu untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga

dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika

yang  bernuansa  ukhuwah  basyariyah  dan  Islamiyah.  Akan  tetapi,  kadang

sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segilintir orang

sehingga  mengkaburkan  makna  pernikahan  itu  sendiri  sebagai  suatu  yang

agung, indah dan suci.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama

yang berada di wilayah kecamatan. Keberadaan KUA ini sebagai unit kerja

terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas

dan peran yang penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor

517 Tahun 2001, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan agama Islam dalam

wilayah kecamatan. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat yang

terkait  dengan  pelaksanakan  pencatatan  nikah;  mengurus  dan  membina

5 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, h. 7



37

masjid,  zakat,  wakaf,  baitul  mal,  ibadah  sosial;  kependudukan  dan

pengembangan keluarga sakinah.6

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam

Pasal 2, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan  yang  berlaku“.  Bagi  orang-orang  Islam,  perkawinan

dicatat  oleh  KUA yang  terletak  di  kecamatan  pihak  yang  berkepentingan.

Sedangkan  untuk  orang-orang  non-islam  pencatatan  nikah  dilakukan  oleh

Kantor  Catatan Sipil.  Pernikahan yang tidak dicatat  atau disebut  nikah siri

tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah di dalam hukum islam sehingga

jika terjadi permasalahan setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa

diselesaikan di pengadilan agama.7

Pencatatan perkawinan sendiri bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

perkawinan  dalam  masyarakat,  baik  perkawinan  yang  dilaksanakan

berdasarkan  hukum  Islam  maupun  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh

masyarakat  yang  tidak  berdasarkan  hukum  Islam.  Pencatatan  perkawinan

merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mitsaqan galidzan)  aspek hukum

yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta

Nikah  yang  masing-masing  dimiliki  oleh  suami  dan  istri  salinannya.  Akta

tersebut dapat  digunakan oleh masing -masing pihak bila ada yang merasa

dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

6 Sulaiman,  “Problematika Pelayanan Kantor  Urusan  Agama Anamuban Timur  Nusa
Tenggara Timur”, Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, h. 248

7 KHI Pasal 6 ayat (2)
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Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan

menurut  perundang-undangan  yang  berlaku.  Bagi  orang  Islam  perkawinan

yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti

yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Setelah itu sesuai dengan

sunnah Nabi Muhammad SAW diumumkan melalui walimah supaya diketahui

orang banyak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak dijumpainya

pernikahan  yang  dilakukan  dengan  tidak  mengikuti  yang  telah  ditetapkan

dalam undang- undang tersebut, seperti pernikahan yang dilakukan di bawah

tangan atau yang lebih peneliti kenal dengan sebutan perkawinan siri.

Perkawinan siri sebagai salah satu bentuk tindakan pelanggaran hukum

perkawinan di Indonesia. Nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan

hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak

diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi

pada Kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi

yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama

non Islam.8

“Pada dasarnya istilah nikah siri tidak dikenal dengan hukum negara.

Perkawinan Indonesia  hanya mengenal  istilah perkawinan yang dicatat  dan

perkawinan  tidak  dicatat”.9 Nikah  siri  atau  perkawinan  yang  dilakukan  di

bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan

memenuhi  baik  rukun-rukun  maupun  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan

8 Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 22
9 Zainuddin, Afwan Zainuddin,Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya,

(Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 48
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menurut hukum Islam. Pada kenyataan yang ada di lapangan, diperlukan suatu

wadah yang mengurus segala sesuatu tentang perkawinan yaitu Kantor Urusan

Agama (KUA).

Kantor  Urusan Agama (KUA) adalah  instansi  pemerintah  daerah  di

bawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat

di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada

masyarakat dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lain-

lain  yang  berhubungan  dengan  keagamaan.  salah  satu  tugas  KUA adalah

melaksanakan  pencatatan  nikah,  pencatatan  nikah  merupakan  proses  yang

dilalui  apabila ada pasangan yag ingin melaksanakan pernikahan dan ingin

pernikahanya di akui oleh negara maka pasangan tersebut harus mengikuti dan

melengkapi  setiap  persyratan  yang  di  butuhkan  untuk  proses  pencatatan

nikah.10

Kebanyakan orang meyakini bahwa nikah siri dianggap sah menurut

hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun

pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), atau

perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan agama yang telah menjadi

haknya. Akibat dari pemahaman tersebut timbulah dualisme hukum yang ada

di negara Indonesia ini, yaitu disatu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di

Kantor  Urusan Agama (KUA) dan disisi  lain  perkawian tanpa  di  catatpun

tetap  berlaku dan diakui  oleh  masyarakat.  Abdul  Gani  menjelaskan bahwa

perkawinan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan "maqashid syari’ah”, karena

10 Sugita Farida, Bunyamin, “Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut”, Algoritma, Vol. 12 No. 1 2015, h. 1
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ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan,  diantaranya Perkawinan itu

harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), adanya perIindungan hak untuk

wanita, untuk kemaslahatan manusia, Adanya persyaratan dalam pernikahan

poligami harus mendapat izin dari isteri pertama 11

Jika dilihat dari kenyataan yang ada, nikah  siri merupakan salah satu

model  perkawinan  yang  bermasalah  dan  cenderung  mengutamakan

kepentingan-kepentingan subjektif, model perkawinan ini juga menimbulkan

sejumlah  dampak  negatif,  seperti  tidak  jelasnya  status  perkawinan,  status

anak, atau adanya kemungkinan pengingkaran perkawinan. Hal ini disebabkan

karena tidak adanya surat-surat resmi atau akta perkawinan yang otentik, yang

tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor Pencatatan Sipil.

Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Kibang juga mempunyai peran

untuk  memberikan  penguatan  dan  pelestarian  nilai-nilai  agama  untuk

masyarakat.  Sebagaimana  yang  terjadi  di  Kecamatan  Metro  Kibang.

Berdasarkan  hasil  survey  diketahui  bahwa  pencegahan  pernikahan  siri di

masyarakat  Metro Kibang. Kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Kantor

Urusan Agama mulai pra nikah, pelaksanaan dan pasca nikah sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat.12 

Menurut  penjelasan  dari  pihak KUA  Metro  Kibang,  mengatakan

bahwa di tahun 2017 kemarin, terdapat 11 kasus pernikahan siri di Kecamatan

Metro  Kibang. Praktek  nikah  siri  yang  dilakukan  masyarakat  berlangsung

11 Irfan Islami, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya”.
Adil, Vol. 8 No. 1 2017, h. 77-78

12 Interview  dengan  Bapak  Satim  selaku  tokoh  agama  di  Metro  Kibang  pada  20
November 2018
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tanpa ada upaya untuk mendaftarkannya di KUA. Akibatnya, nikah siri kerap

diidentikkan sebagai perbuatan yang melanggar norma agama dan masyarakat.

Padahal,  sepanjang pernikahan yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat

sahnya  nikah,  pernikahan  tetap  dianggap  sah.  Oleh  karena  itu,  lebih  baik

pemerintah  melakukan  pendekatan  persuasif  kepada  masyarakat  dengan

memudahkan  proses  pencatatan  pernikahan.  Selama  ini,  banyak  pasangan

yang lebih memilih nikah siri karena kendala proses yang berbelit dan biaya

nikah yang relatif mahal.13

Beberapa  upaya  yang  sudah  dilakukan  KUA Metro  Kibang  dalam

mencegah  nikah  siri  diantaranya: Pertama,  melakukan  penyuluhan-

penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh

Badan  Penasehat,  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  di  Kantor

Urusan  Agama  kepada  calon  pengantin  dan  wali.  Kedua,  melakukan

sosialisasi  tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya

terhadap  keluarga,  ibu  dan  anak  melalui  seminar-seminar  dan  pengajian-

pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di

kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.14

BP4 sebagai badan penunjang Kementerian Agama merupakan bagian

dari  Direktorat  Bimbingan  Masyarakat  Islam  memiliki  keunggulan  yaitu

mampu  membuka  cabang-cabang  baru  di  setiap  wilayah  sampai  sektor

wilayah  kecamatan.  Menyatunya  lembaga  itu  dalam  Kementerian  Agama

13 Interview dengan Bapak Muslim selaku Staff KUA Metro Kibang pada 22 November
2018

14 Interview dengan Bapak Muslim selaku Staff KUA Metro Kibang pada 22 November
2018
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merupakan keuntungan tersendiri yang tentunya dapat mempermudah lembaga

dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini dikarenakan setiap hal yang

berhubungan  dengan  pernikahan  akan  senantiasa  melibatkan  Kementerian

Agama  dalam  hal  ini  Kantor  Urusan  Agama  yang  ada  di  setiap  wilayah

kecamatan.

Dari hasil data pernikahan yang sudah ada, dapat diketahui Peran KUA

dalam menangani pernikahan siri yang cenderung masih terjadi di Kecamatan

Metro  Kibang.  Dari  pihak  KUA  sudah  melakukan  upaya  untuk

mensosialisasikan ke masyarakat agar tidak melakukan pernikahan di bawah

umur  atau  tidak  melanggar undang-undang  yang  sudah  ditetapkan.  Dalam

upaya mensosialisasikan ke masyarakat, KUA tidak berperan sendiri, namun

meminta bantuan dari  pihak-pihak yang sangat berperan di antaranya yaitu

meminta  bantuan  dari  pihak  penghulu,  aparat  desa, dan  meminta  bantuan

disaat rapat-rapat pihak Kecamatan atau Desa.

Perkawinan  siri  merupakan  bentuk  perkawinan  di  Indonesia  yang

masih  kontroversial,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  masalah  ini.

Sehingga  penulis berinisiatif  menulis  skripsi  dengan  judul  “Peran  KUA

Dalam Mengatasi  Nikah  Siri  di  Kecamatan  Metro Kibang  Kabupaten

Lampung Timur”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan

permasalahan yaitu:  Bagaimana Peran  KUA dalam mengatasi  nikah siri  di

kecamatan Metro Kibang kabupaten Lampung Timur?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian

yang ingin peneliti  capai  adalah:  Untuk mengetahui  Peran KUA dalam

mengatasi  nikah  siri  di  kecamatan  Metro  Kibang  kabupaten  Lampung

Timur.

2. Untuk  mengetahui  penguatan  kelembagaan  KUA  dalam  mengatasi

pelanggaran dalam perkawinan di KUA Metro Kibang Kabupaten Manfaat

penellitian 

a. Manfaat teoritis adalah menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat

memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep,

teori-teori  terhadap  ilmu  pengetahuan  dari  penelitian  yang  sesuai

dengan bidanng ilmu dalam suatu penelitian.

b. Kegunaan  praktis  adalah  menjelaskan  bahwa  hasil  penelitian

bermanfaat  memberikan  sumbangan  pemikiran  pemecahan  masalah

yang berhubungan dengan topik atau tema dari suatu penelitian.

D. Penelitian yang Relevan

Sejauh ini penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas

tentang Penguatan Kelembagaan KUA Dalam Mengatasi Pelanggaran Dalam

Perkawinan  (Studi  Kasus KUA Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)

secara  khusus,  penyususun  baru  menemukan  beberapa  penelitian  tentang

penelitian ini diantaranya:
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1. Penelitian Holida “Peran Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA) Dalam

Pemberdayaan  Agama  Masyarakat  Di  Kecamatan  Koto  Balingka

Kabupaten Pasaman Barat”  15 mahasiswa fakultas ilmu dakwah  program

studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sumatera Utara tahun 2018

penelitian ini membahas tentang peran KUA dalam pemberdayaan agama

masyarakat sangat baik dan efektif itu ditandai dengan KUA memiliki dua

aspek kepemimpinan yaitu: kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan

sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam pemberdayaan agama

yaitu  dengan  melakukan  pelatihan,  hambatan  yang  dihadapi  KUA

Kecamatan Koto Balingka diantaranya: kurangnya anggaran operasional,

partisipasi masyarakat yang masih kurang, staf yang sedikit,  sarana dan

prasarana  yang kurang memadai.Adapun hasil  yang sudah dicapai  oleh

masyarakat  dengan  adanya  realisasi  program  menumbuhkan  kesadaran

masyarakat  Koto  Balingka  betapa  pentingnya  meningkatkan

pemberdayaan di kehidupan masyarakat. 

2. Penelitian Arif Hidayat “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh

Agama Dalam  Mencegah  Pernikahan  Dini  Di  Kecamatan  Sokaraja

Kabupaten  Banyumas Tahun  2016-2018”16 Mahasiswa  Jurusan  Hukum

Keluarga  Islam  IAIN  Purwokerto.  Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait

dengan peran KUA dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di

Kecamatan  Sokaraja,  maka  dapat  penulis  simpulkan  sebagai  berikut,

15 Holida,  Peran Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA) Dalam Pemberdayaan Agama
Masyarakat  Di  Kecamatan Koto Balingka Kabupaten  Pasaman Barat,  Skripsi,  UIN Sumatera
Utara, 2018

16 Arif  Hidayat,  Peran  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Dan  Tokoh  Agama  Dalam
Mencegah Pernikahan Dini  Di  Kecamatan Sokaraja  Kabupaten  Banyumas  Tahun 2016-2018,
Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018
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bahwa peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah pernikahan dini,

di  kalangan  remaja  yaitu  dapat  dibagi menjadi  peran  KUA  sebagai

administrator, penyuluh, dan penghulu. Sementara itu, peran tokoh agama

dalam  mencegah  pernikahan  dini  di  Kecamatan  Sokaraja,  yaitu  peran

tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator. Adapun

gerakan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini lebih menekankan

kepada gerakan kultural yang ada di masyarakat yang terbagi ke dalam dua

bentuk  kegiatan,  yaitu  kegiatan  rutinan  seperti,  pengajian  rutinan,

kumpulan  RT,  kumpulan, ibu-ibu  PKK,  dan  kegiatan  insidental  sepeti

pengajian akbar, dan acara syukuran 

3. Penelitian Dade Ahmad Nasrullah “Peranan KUA Dalam Menanggulangi

Pernikahan Dini  Di  Desa  Pasarean  KEC Pamijahan Kabupaten  Bogor”

mahasiswa  Fakultas  syari’ah  dan  hukum  program  studi  Ahwalus

Syakhsiyah  UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta tahun 2014 fokus penelian

dalam  skripsi  yaitu efektivitas  peraan  KUA  terkait  dengan  usahanya

menanggulangi  pernikahan  dini  di  desa  Pasarean kecamatan  Pamijahan

kabupaten  Bogor.   Hasilnya  KUA kecamatan  Pamijahan  dalam hal  ini

penghulu  telah  mengadakan  sosialisasi  mengenai  pentingnya  menikah

sesuai  umur  yang  telah  ditentukan  Undang-Undang  saat  sebelum akad

nikah (khutbah nikah) atau oleh amil desa melalui pengajian-pengajian dan

peringatan  hari-hari  besar  keagamaan  (bila  diundang)  dalam  rangka
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menanggulangi pernikahan dini di Pasarean, meskipun tidak efektif oleh

karena hal tersebut dilakukan tidak secara terprogram (secara berkala).17

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penelitian yang

akan  penulis  lakukan  belum  pernah  diteliti  sebelumnya,  karena  dalam

penelitian  di  atas  walaupun  sama-sama  membahas  tentang  peranan  dan

penguatan  dari  sebuah  lembaga  KUA,  akan  tetapi  penulis  melakukan

penelitian  yang  berbeda  dan  belum  pernah  ada  yang  membahas  tentang

Penguatan  Kelembagaan  KUA  Dalam  Mengatasi  Pelanggaran  Dalam

Perkawinan.  Sehingga  penulis  ingin  mengatahui  bagaimana  penguatan

kelembagaan KUA dalam mengatasi pelanggaran dalam perkawinan di KUA

Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

17 Dade Ahmad Nasrullah, “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di
Desa  Pasarean  KEC Pamijahan  Kabupaten  Bogor”, Skripsi,  Jakarta:  UIN Syarif  Hidayatullah,
2014
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor  Urusan  Agama  adalah  instansi  terkecil  Kementrian

Agama  yang  ada  di  tingkat  Kecamatan.  KUA bertugas  membantu

melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di

bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Kantor  Urusan  Agama  merupakan  lembaga  pemerintah  yang
berada  di  bawah  naungan  Departemen  Agama.  Tugas  dan
wewenang  Kantor  Urusan  Agama  adalah  melaksanakan  tugas
kantor  Departemen  Agama  kota  dan  kabupaten  yang  di  bidang
urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.18

Sedangkan  menurut  Sulaiman,  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)

merupakan  “ujung  tombak  pelayanan  Kementerian  Agama  yang

bersentuhan  langsung  dengan  kehidupan  ma-syarakat.  Dengan

keterbatasan  yang  dimiliki,  KUA  harus  melayani  ber-bagai  persoalan

terkait dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan umat

beragama”.19

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian

tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya

di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

18 Nurfadilah Fajri Hurriyah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, Jurnal Algoritma, Makassar: Universitas
Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018, h. 3

19 Sulaiman,  “Problematika  Pelayanankantor  Urusan  Agama  Anamuban  Timur  Nusa
Tenggara Timur”, dalam Jurnal Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, h. 247
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2. Dasar, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA)

Dasar  hukum  yang  menjadi  acuan  pelaksanaan  tugas  KUA

diantaranya adalah:

a. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan NTR.
b. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
c. Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
d. Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
e. Undang-Undang  RI  No.  13  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan

Ibadah Haji.
f. Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU

1/1974.
g. Peraturan  Pemerintah  No.  51  Tahun  2000  tentang Tarif Atas  Jenis

Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama.
h. KeputusanMenteri  Agama No.  18  tahun 1975,  Jo. Instruksi  Menteri

Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian
agama.

i. Keputusan  Menteri  Agama  No.  3  Tahun  1999  tentang  Pembinaan
Gerakan Keluarga Sakinah.

j. Keputusan  Menteri  Agama  No.  517  Tahun  2001  tentang  Penataan
Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

k. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Penataan
Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan

l. Keputusan  Menteri  Agama  No.  168  Tahun  2000  tentang  Pedoman
Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Agama.

m. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 yang menegaskan
bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas
dari  Kantor  Kementerian  agama  kabupaten/kabupaten  di  bidang
dUrusan Agama Islamdi wilayah kecamatan.

n. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencatatan
Nikah

o. Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan
Nikah.

p. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
q. Peraturan  Menteri  Agama  No.  11  Tahun  2007  tentang  Pencatatan

Nikah.
r. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara No.  PER/62/M.

PAM/6/2005  tentang  Jabatan  Fungsional  Penghulu  dan  Angka
Kreditnya.

s. Peraturan Bersama Menteri  Agama dan Kepala BKN No. 20 Tahun
2005  dan  No.  14-A  Tahun  2005  tentang  Pelaksanaan  Jabatan
Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
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t. Surat  Edaran  Dirjen  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan
Penyelenggaraan  Haji  No:  DJ.1/Pw.01/1487/2005  tentang  Petunjuk
Pengisian Formulir NR.

u. Instruksi  Menteri  Agama  RI  Nomor  01  Tahun  2000  tentang
pelaksanaan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  168  Tahun  2000
tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat.20

Visi  :Unggul  dalam  pelayanan  dan  partisipatif  dalam  pembangunan

kehidupan beragama 

Misi :

a. Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang NR
b. Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah 
c. Mewujudkan  kesadaran  masyarakat  muslim  terhadap  pemberdayaan

wakaf
d. Meningkatkan kualitas dan kondisi masjid yang kondusif
e. Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis
f. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal

dalam kehidupan
g. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat
h. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Haji dan Umroh
i. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat

3. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan  KMA nomor  517  tahun  2001  tentang  Penataan

Organisasi  Kantor  Urusan Agama Kecamatan,  maka Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Pagedongan selain memiliki tugas pokok tersebut

di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi

organisasi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan  statistik  dan  dokumentasi.  Menyelenggarakan
kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan,
dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Melaksanakan  pencatatan  Nikah  dan  Rujuk,  mengurus  dan
membina  masjid,  zakat,  wakaf,  baitul  maal  dan  ibadah  sosial,
kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan
kebijaksanaan  yang  ditetapkan  oleh  Direktur  Jendral  Bimbingan

20 https://kuasungairumbai.wordpress.com/2-dasar-hukum/ diunduh pada 28 Juni  2019
pukul 20.00 WIB

https://kuasungairumbai.wordpress.com/2-dasar-hukum/
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Masyarakat  Islam dan Penyelenggara Haji  berdasarkan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.21

Untuk  mendukung  kinerja  KUA dan  pelaksanaan  pembinaan

kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama

melalui  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  298  Tahun  2003

menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk

melakukan pembinaan  kehidupan  beragama  Islam,  berkoordinasi

dengan  instansi  terkait  dan  lembaga  yang  ada  dalam  masyarakat

dengan  sebutan  Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah,  disingkat

Pembantu PPN.

Pembantu  PPN tersebut  mendapat  legalitas  dari  Kementerian

Agama sebagai  pengantar  orang yang berkepentingan dengan nikah

dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan

sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa

karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas

yang  lebih  berat,  yaitu  atas  nama  Pegawai  Pencatat  Nikah

(PPN)/Kepala  KUA  Kecamatan melakukan pengawasan langsung

terhadap pelaksanaan nikah  dan rujuk yang terjadi di desanya dan

melaporkan pelaksanaannya kepada  PPN/KUA.  Di  samping  itu

Pembantu  PPN bertugas  membina kehidupan beragama serta  selaku

Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.22

4. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama (KUA)

21 Sugita  Farida,  Bunyamin,  “Pengembangan  Aplikasi  Pencatatan  Nikah  Di  Kantor
Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut”, Algoritma, Vol. 12 No. 1 2015, h. 1

22 Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan
Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 3
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Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan

tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama diwilayah Kecamatan

berdasarkan  kebijakan  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  dan

peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku.  Adapun  tugas-tugasnya

meliputi :

a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten
di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam
bidang keagamaan.

c. Bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  tugas  Kantor  Urusan  Agama
Kecamatan.

d. Melaksanakan  tugas  koordinasi  Penilik   Agama   Islam,   Penyuluh
Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat
hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.

e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA
Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP
Nomer  6  tahun  1988  tentang  penataan  organisasi  KUA Kecamatan
secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA,yaitu:
1) Melaksanakan  sebagian  tugas  Kantor  Kementerian  Agama

Kabupaten/Kota  di  bidang  urusan  agama  Islam  dalam  wilayah
kecamatan.  Dalam  hal  ini  KUA  menyelenggarakan  kegiatan
dokumentasi  dan  statistik  (doktik),  surat  menyurat,  pengurusan
surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;

2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan
sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu,
KUA  melaksanakan  pencatatan  pernikahan,  mengurus  dan
membina  masjid,  zakat,  wakaf,  baitul  maal  dan  ibadah  sosial,
kependudukan  dan pengembangan keluarga sakinah.23

5. Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri

Beberapa peran KUA dalam mengatasi nikah siri diantaranya:

a. Melakukan  penyuluhan-penyuluhan  Pencatatan  Pernikahan  dan
Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan
dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di  Kantor Urusan Agama kepada
calon pengantin dan wali.

b. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan
dampak buruknya terhadap keluarga,  ibu dan anak melalui seminar-
seminar  dan  pengajian-pengajian  yang  diadakan  oleh  Departemen

23 Departemen Agama RI, Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya, h. 25
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Agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di
masyarakat.

c. Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang
berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/
Amil  Desa)  bersama  staff  aparatur  desa  melakukan  penyuluhan-
penyuluhan  setiap  2  Bulan  sekali  kepada  masyarakat  yang
diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga
sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang
telah disepakati.24

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui peran KUA dalam

mengatasi  nikah  siri  diantaranya  adalah  melakukan  penyuluhan-

penyuluhan,  melakukan  sosialisasi  tentang  pentingnya  pencatatan

pernikahan,  dan  berada  di  setiap  desa  yaitu  P3N  (Pembantu  Pegawai

Pencatat  Nikah/  Amil  Desa)  bersama  staff  aparatur  desa  melakukan

penyuluhan- penyuluhan setiap 2 Bulan sekali

B. Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata “ نكاح ” yang

menurut  bahasa  artinya  mengumpulkan,  saling  memasukkan  dan

dipergunakan  untuk  arti  bersetubuh  (wathi).25 Perkawinan  atau  nikah,

menurut  bahasa  nikah  berarti  penyatuan,  atau  menggabungkan,  atau

perjanjian.26

Sayyid  Sabik  memaknai  pernikahan  sebagai  sebuah  cara  Allah

yang dipilih sebagai yang dpilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak,

24 Hanifah  Romadhoni,  Lisa  Prihatina,  Solichah  Novyana Putri,  “Optimalisasi  Peran
Kua Dalam Mengatasi Ilegal Wedding”, Privat Law, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, h. 98

25 Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 7
26 Ust. Labib Mz & Muflihah, Fiqih Wanita Muslimah, (Surabaya: CV Cahaya Agency,

t.t.), h. 206
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berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing

pasangan  siap  melakukan  peranannya  yang  positif  dalam  mewujudkan

tujuan pernikahan.27

Menurut  Zahry  Hamid,  yang  dinamakan  nikah  menurut  Syara'

ialah: "Akad (ijab qabul)  antara wali  calon istri  dan mempelai laki-laki

dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.28

Dalam pasal  1  Bab  I  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  yang

disahkan tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; Pernikahan ialah ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri

dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di antara pengertian-pengertian di atas tidak terdapat  pertentangan

satu  sama lain,  bahkan jiwanya adalah  sama dan seirama,  karena  pada

hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha

Esa.  Dengan  demikian,  nikah  adalah  akad  yang  menjadikan  halalnya

hubungan suami isteri, saling tolong menolong di antara keduanya serta

menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Nikah Siri  atau  sering  disebut  perkawinan bawah tangan adalah

perkawinan dimana pihak suami itu meminta kepada dua orang saksi yang

27 M. Dahlan R., Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 4.
28 Zahry  Hamid,  Pokok-Pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang

Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 2008), h. 48
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menyaksikan  pernikahan,  untuk  tidak  mengumumkannya  atau

menyembunyikan pernikahan dari orang lain.29

Pernikahan  di  bawah  tangan  biasa  disebut  dengan  Nikah  Sirri

(Rahasia)  atau  nikah  urfi  berdasarkan  adat.30 Nikah  sirri  atau  nikah  di

bawah tangan pada sebagian masyarakat,  terutama sebagian umat Islam

Indonesia  Nikah  sirri  atau  nikah  di  bawah  tangan  pada  sebagian

masyarakat, terutama sebagian umat Islam Indonesia sudah cukup banyak

dikenal.  Nikah  sirri  merupakan  jenis  pernikahan  dimana  akad  atau

transaksinya  (antara  laki-laki  dan  perempuan)  tidak  dihadiri  oleh  para

saksi, tidak dipublikasikan (i’lan), tidak tercatat secara resmi, oleh petugas

pemerintah,  baik  oleh  Petugas  Pencacat  Nikah  (PPN),  atau  di  Kantor

Urusan Agama (KUA).

Masyarakat Indonesia umumnya masih mengikuti adat kebiasaan

yang  berlaku  dahulu,  yaitu  dengan  menganggap  bahwa  pernikahan  itu

sudah cukup dilakukan hanya memalui para pemuka agama. Dari  sudut

pandang fiqih,  pernikahan tersebut  dipandang sah,  tetapi  apabila  terjadi

perselisihan  maka  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Agama.

Dengan demikian, madharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya.31

Pernikahan yang tidak tercacat,  akan menimbulkan dampak bagi

istri dan anaknya. Posisi mereka sangat lemah didepan hukum. Bagi istri,

tidak  dianggap  sebagai  istri,  karena  tidak  memiliki  akta  nikah,  ia  juga

29 Dewi Rieka K., Kenapa Harus Melajang, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, t.t.),
h. 60

30 Muhammad Mutawwali Sya’rawi,  Fikih Wanita, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),
h.119.

31 Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media,
2003), h. 39
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tidak berhak atas nafkah dan waris jika terjadi perceraian atau suaminya

meninggal. Tragisnya anak yang dilahirkan juga tidak dianggap sah.

Jadi  yang  dimaksud  dengan  perkawinan  siri  di  sini  adalah

pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga

pencatatan negara.

2. Sebab dan Akibat Nikah Siri

Ada beberapa sebab mengapa pernikahan di bawah tangan selalu

bertambah besar dikalangan masyarakat, diantaranya adalah:

a. Tidak  adanya  kemampuan  melaksanakan  perkawinan  secara  hukum
negara, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal.

b. Tersedianya alat  dan  obat  anti  hamil  tanpa  ada  ketentuan-ketentuan
yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan.

c. Kebanyakan  laki-laki  yang  mencari  cara  perkawinan  seperti  ini
dikarenakan  adanya  ikatan  dengan  beberapa  keluarga  dan  beberapa
istri  serta  anak-anaknya,  dan  ia  takut  jika  ketahuan  akan
menghancurkan  bangunan  rumah  tangganya.  Apa  yang  sebenarnya
tertanam dalam hati  seorang istri  hingga tetap menerima orang lain
walaupun perempuan yang dikawini oleh suaminya itu ada cacat atau
penyakit atau lainnya, dan rela membiarkanya tersembunyi dan tidak
mau berterus terang.

d. Pandangan masyarakat yang kejam terhadap laki-laki yang berusaha
beristri dua, bahwa dia adalah laki-laki yang suka beristri dan mencari
kenikmatan dunia, hingga akhirnya perkawinan itu disembunyikan dari
mata orang banyak.

e. Permasalahan  interen  keluarga,  biasanya  terjadi  setelah  anak-anak
besar  dan  kesibukan  istri  mengasuh  anaknya,  hal  ini  menimbulkan
kebosanan  dan  keletihan,  hingga  suami  merasa  butuh  kepada
perempuan lain yang bisa mengembalikan fitalitas dan semangatnya.

f. Sebagian  laki-laki  ada  yang  mempunyai  ahlak  mulia  dan  memilki
kemampuan  beristri  dua,  sementara  istrinya  yang  ada  tidak  bisa
memenuhi  hasrat  biologisnya,  sehingga  mendorong  untuk
melaksanakan  perkawinan  seperti  ini  agar  tidak  jatuh  ke  dalam
perbuatan dosa.32

32 Muhammad Fuad Syakir,  Perkawinan Terlarang, (Jakarta: Cendikia Muslim, 2002),
h.55
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Perkawinan melalui nikah di bawah tangan menimbulkan sejumlah

pengaruh negatif. Dampak yang sangat memukul perasaan dan nasib pihak

istri  adalah segi hukumnya. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan

sang istri jika nikah di bawah tangan tidak dapat pengakuan hukum, belum

lagi sang istri akan merasakan dampak sosial, ekonomi dan sebagainya.

Memahami  nikah  di  bawah  tangan  hanya  berdasarkan  dari

kacamata  hukum Islam saja  adalah  keliru,  karena  kita  hidup  disebuah

negara yang dasar hukumnya tidak berdasarkan syariat Islam melainkan

memiliki  dasar hukum Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi

setiap  perkawinan  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan  yang  berlaku  tidak  akan  mendapatkan  kekuatan

hukum  yaitu  suatu  bukti  yang  otentik  terhadap  perkawinan  tersebut,

konsekuensi dari nikah di bawah tangan adalah sebagai berikut:

a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti bahwa
mereka telah menikah secara sah menurut Agama dan Negara.

b. Anak-anak  tidak  dapat  memperoleh  akta  kelahiran  karena  untuk
memperoleh  akta  kelahiran  itu  diperlukan  akta  niakh  dari  orang
tuanya.

c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada
bukti yang otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang
tuanya.

d. Hak-hak  lainnya  yang  dalam  pelaksanaan  Administrasi  Negara
haruslah dipatuhi sebagai bukti diri.33

3. Nikah Siri Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum perkawinan tidak disebutkan secara khusus tentang

pernikahan siri. Namun sebagai kenyataan, pernikahan siri dapat dikaitkan

33 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2008), h. 51
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dengan  pelanggaran  seseorang  terhadap  kewajiban  untuk  mencatatkan

pernikahannya secara resmi di lembaga pencatat nikah.

Nikah siri  yang  dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia  sekarang  ini
ialah  pernikahan  yang  dilakukan  dengan  memenuhi  rukun  dan
syarat  yang  ditetapkan  agama,  tetapi  tidak  dilakukan  dihadapan
pegawai  pencatat  nikah  sebagai  aparat  resmi  pemerintah  atau
perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi
yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak
beragama  Islam,  sehingga  tidak  mempunyai  akta  nikah  yang
dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Perkawinan  yang  demikian  di
kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau
dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.34

Firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21:

   
  
 
  
   
  

   

21.   Dan di  antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia  menciptakan
untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya,  dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.35

Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  manusia  pertama  kali  di  bumi

ialah  nenek moyang manusia  yang bernama Adam.  Tatkala  nabi  Adam

sedang tidur nyenyak seorang diri di dalam janatum na’im dicabut tuhan

satu  diantara  tulang  rusuknya  sebelah  kiri,  lalu  dijelmakan  menjadi

34 Dwi Putra Jaya, “Nikah Siri  Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam”,  Jurnal
Hukum Sehasen, Vol.2 No.2 Tahun 2017, h. 18

35 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya,  (Bandung: CV J-ART, 2004),
h.406
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seorang  yang  akan  menjadi  temannya,terutama  pada  hal  kelamin  yaitu

pada adam diberi kelaki- lakian dan pada istri yang diambil pada bagian

adam  itu  diciptakan  perempuan  lalu  keduanya  dikawinkan,  teranglah

bahwa yang  diambil  dari  badannya   untuk jadi  istrinya  itu  hanya  nabi

adam saja.

مم ننننَا نأ نو يي  لل نصنن ما يي  لن كك نل نذا  نك نو نذ  نك يوا  مل نقَا مم  نوا يق نأ مل  نبَا نمَا
ين نعنن نب  كغ نر ين  نم نف نء  نسَا لن مج ل وو نز  نت نأ نو مر  كط يف مأ نو مم  يو مص نأ نو

يي (رواه مسلم) لن كم نس  يي نل نف يي  كت ون مس
Artinya: Seperti  mereka  yang  mengatakan  begini  dan  begitu,

tetapi aku (Nabi) ini bershalat, tidur, berpuasa, berbuka (ketika telah tiba
waktunya), dan mengawini wanita-wanita. Maka barangsiapa yang tidak
menyukai  pada  sunnahku  (yaitu  cara  yang  Nabi  lakukan)  niscaya  ia
bukan dari golonganku (yaitu golongan Islam). (HR. Muslim)36

Dari  ayat  dan  hadist  di  atas  menjelaskan  bahwa  manusia

diperintahkan  oleh  Allah  untuk  menikah  karena  perkawinan  itu  adalah

dapat menghalangi mata dari kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara’

dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh dari kerusakan seksual.

4. Faktor-faktor Terjadinya Nikah Siri

Bila diperhatikan secara mendalam, pernikahan bukan merupakan

masalah  sederhana yang mengikat  antara  seorang laki-laki  dan  seorang

perempuan. Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan

berbagai  akibat  hukum  lainnya,  seperti  kebolehan  bagi  laki-laki  dan

perempuan  melakukan  hubungan  suami  istri  (seksual),  keharusan

36 Hussein Bahreisj, Hadits Shahih Bukhari – Muslim, (Surabaya: CV Karya Utama,
t.t.), h.127-128



59

membina rumah tangga yang harmonis, memperoleh keturunan yang sah,

serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah

menurut  Islam apabila  telah  memenuhi  rukun dan syaratnya,  meskipun

pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatatan

negara.  Begitu pula sebaliknya,  suatu perceraian dipandang sah apabila

telah  memenuhi  rukun  dan  syarat-syaratnya  meskipun  penceraian  itu

dilakukan  di  luar  sidang  pengadilan.  Akibat  kenyataan  tersebut,  maka

timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu

dari  satu  sisi  pernikahan  harus  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama

(KUA), namun di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila

telah memenuhi ketentuan syariat agama.

a. Zina akibat ber-khalwat
b. Nikah untuk bercerai (Mut’ah)242
c. Poligami
d. Kendala Birokrasi
e. Ingin menjaga diri dari perbuatan dosa.
f. Karena calon istrinya mantan suami PNS atau TNI Polri yang telah 

meninggal dunia.
g. Karena kedua mempelai (calon suami atau calon istri) sudah sama-

sama berusia senja.37

Berdasaarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa

faktor penyebab terjadinya nikah siri zina akibat ber-khalwat, nikah untuk

bercerai  (Mut’ah),  poligami,  kendala  birokrasi,  ingin  menjaga  diri  dari

perbuatan dosa, karena calon istrinya mantan suami PNS atau TNI Polri

yang telah meninggal dunia. Karena kedua mempelai (calon suami atau

calon istri) sudah sama-sama berusia senja.

37 Ibid.
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Rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  akan  pentingnya

mencatatkan pernikahan, berdasarkan pengamatan penulis, dapat dilihat di

beberapa  kecamatan  dalam wilayah dan ternyata  ditemukan fakta  yang

cukup  mencengangkan,  yaitu  ternyata  masih  terdapat  begitu  banyak

masyarakat yang pernikahannya tidak dicatat oleh KUA setempat. Hal ini

dapat  diketahui  dengan  banyaknya  masyarakat  yang  mengajukan

permohonan pengesahan pernikahan (isbat nikah) ke Pengadilan Agama

setempat  untuk  mendapatkan  pengesahan  pernikahan  mereka  secara

hukum negara dalam sebuah program sidang keliling.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah

penelitian  lapangan  (field  reseach),  penelitian  kancah  atau  lapangan  (field

research),  yaitu  sesuai  dengan  bidangnya,  maka  kancah  penelitian  akan

berbeda-beda tempatnya. Penelitian pendidikan mempunyai kancah bukan saja

di sekolah tetapi dapat di keluarga, di masyarakat, di pabrik, di rumah sakit,

asal semuanya mengarah tercapainya tujuan pendidikan”.38

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif dapat diartikan suatu metode

dalam memcari fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi,

suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan

interprestasi yang tepat.39 Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh

informasi-informasi  mengenai  keadaan  saat  ini  dan  melihat  kaitan  anatara

variabel-variabel yang ada.

Sementara itu tehnik analisis dalam penelitian ini mengunakan teknik

analisis  kualitatif.  Metode  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang

berlandasan  pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah experimen) di mana

peneliti adalah sebagai instrumen kunci.40 Dalam penulisan ini,  hal tersebut

38 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), h. 10

39 Sedarmayanti, Metodelogi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 31
40 Sugiono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),

hlm.15
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ditunjuk untuk memaparkan penguatan kelembagaan KUA dalam mengatasi

nikah siri di KUA Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur tersebut sesuai

atau tidak sesuai menurut ketentuan hukum Islam.

B. Sumber Data

Penelitian ini  merupakan penelitian  field research maka sumber data

berasal langsung dari lapangan yang dihimpun untuk mendapatkan data yang

akurat  penulis  mengambil  tempat  penelitian  di  desa  Kibang  Tri  Jaya

Kecamatan  Metro  Kibang  Kabupaten  Lampung  Timur.  Alasan  penulis

mengambil penelitian di desa tersebut adalah karena masih banyak masyarakat

yang mengulangi perkawinannya setelah bayi yang dikandung lahir. Sumber

penelitian ini diperoleh dari tiga sumber:

1. Sumber data Primer

Sumber  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari

lapangan,  data  primer  dapat  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan

diperoleh langsung dari sumber pertama adalah Kepala KUA Kecamatan

Metro Kibang, staff administrai nikah dan rujuk KUA Kecamatan Metro

Kibang, dan 5 pelaku pernikahan siri, untuk mendapatkan bukti yang kuat

sebagai pendukung argumentasi.

2. Sumber data Sekunder
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Sumber sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.41 Sumber data

sekunder adalah data kedua yaitu data yang diambil dari  sumber kedua

data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-

hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.42

Sumber  data  sekunder  berasal  dari  buku  tentang  data  yang

berkaitan dengan Peran KUA dalam mengatasi  nikah siri  di  kecamatan

Metro Kibang kabupaten Lampung Timur tersebut sesuai atau tidak sesuai

menurut ketentuan hukum Islam diantaranya:

a. Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, Bandung: CV Pustaka Setia,

2009

b. Departemen Agama RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Jakarta:

Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen

Agama RI, 2004

c. Departemen  Agama  RI,  Buku  Rencana  Induk  KUA  Dan

Pengembangannya,  Jakarta:  Ditjen  Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji,

2002

d. Dewi Rieka K., Kenapa Harus Melajang, Bandung: PT Mizan Bunaya

Kreativa, t.t.

e. Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya, Jakarta: Visimedia, 2007

f. Idris Ramulya, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2002

g. Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, tt.

41 S.  Nasution,  Metode Research  (Penelitian Ilmiah),(Jakarta:  Bumi Aksara,  Cet.  11,
2009), h. 143

42 Soerjono Soekanto, Op. Cit. h. 12
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h. M. Dahlan R., Fikih Munakahat, Yogyakarta: Deepublish, 2015

3. Sumber  data  tersier  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun

penjelas terhap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan

hukum ini seperti ensklopedia, kamus (hukum), internet.43

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian field research ini penulis menggunakan metode:

1. Wawancara atau Interview 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas

terpimpin yaitu kombinasi anatar interview bebas dan interview terpimpin.

Maksudnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai

pedoman  tentang  hal-hal  yang  akan  ditanyakan.  Wawancara  dilakukan

kepada  beberapa  keluarga  di  Kecamatan  Metro  Kibang  yang

melaksanakan  pernikahan  siri  untuk  memperoleh  informasi  yang  valid,

dan  juga  bertanya  kepada  tokoh  agama  setempat  serta  penghulu  yang

biasanya melakukan tradisi ini.
2. Dokumentasi

Dalam rangka mendapatkan data  yang lengkap dan akurat  maka

diperlukan  bahan-bahan  penunjang  dari  literatur  yang  relevan  dengan

masalah yang penulis teliti yaitu dengan penelusuran dokumentasi untuk

membantu membahas permasalah ini.  Teknik pengumpulan data dengan

metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-

buku,  catatan-catatan,  transkrip,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen

rapat, agenda dan lainya.44

43 Amiruddin dan H. Zainal Asikin,  Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo perdasa, 2004), h. 32

44 Juyuf Soewaji, Op. Cit, h. 160
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Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  dokumentasi

dalam penggumpulan  data,  yang  berupa  data  orang-orang  yang  pernah

melaksanakan Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di kecamatan Metro

Kibang kabupaten Lampung Timur dan buku-buku yang terkait  dengan

tradisi ini.

D. Teknik Analisa Data

Teknik  analisa  data  dalam penelitian  ini  dilakukan melalui  beberapa

tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi,  klasifikasi dan selanjutnya

diinterprentasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Penelitian akan

mengumpulkan  data  dari  lokasi  penelitian,  kemudian  mengolahnya  dan

selanjutnya akan menjelaskan dengan kesimpulan yang telah diperolah.
Maka dalam hal ini penulis menggunakan cara berfikir induktif yaitu

bertitik  tolak  dari  fakta-fakta  khusus,  peristiwa-peristiwa  tersebut  ditarik

generalisasi  yang  mempunyai  sifat  umum.  Dalam  penelitian  ini  peneliti

memberikan  gambaran  secara  menyeluruh  tentang  Peran  KUA  dalam

mengatasi nikah siri di kecamatan Metro Kibang kabupaten Lampung Timur,

gambaran hasil penelitian tersebut kemudian ditelaah, dikaji, dan disimpulkan

sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti, dalam memperoleh kecermatan,

ketelitian dan kebenaran

E. Pendekatan 

 Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris.

Menurut  Abdulkadir  Muhammad  “penelitian  normatif-emoiris  (terapan)

mengkaji  pelaksanaan  atau  emplemantasi  ketentuan  hukum  secara  faktual

pada  setiap  pristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat  guna
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mencapai tujuan yang telah ditentukan.45 Pendekatan ini adalah mengkaji dan

memastikan  penerapan  peristiwa  yang  terjadi  dalam masyarakat,  bertujuan

untuk mengetahui  sesuai  atau tidaknya dengan ketentuan hadist-hadist  atau

hukum tertentu.

45 Abdulkadir Muhammad,  Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2004), h. 53
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Metro Kibang

1. Sejarah Singkat KUA Metro Kibang

KUA Kecamatan Metro Kibang berdiri pada tahun 1992 Dengan

luas  wilayah  19.608  m2 dengan  kepala  KUA  yang  pertama  bernama

MARSIDI,BA. Dan masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Pada

tahun  1999  Kabupaten  Lampung  Tengah  di  mekarkan  menjadi  tiga

Kabupaten/Kota,  yaitu  Kabupaten  Lampung  tengah,  Kota  Metro,  dan

Kabupaten  Lampung  Timur.  Dan  sejak  saat  itu  Kantor  Urusan  Agama

(KUA)  Kecamatan  Metro  Kibang masuk  ke  dalam wilayah  Kabupaten

Lampung Timur. Dari awal berdiri hingga saat ini KUA Kecamatan Metro

Kibang  membawahi  tujuh  (7)  Desa,  Yaitu:  Desa  Kibang,Desa

Margototo,Desa Marga jaya, Desa Purbosembodo, Desa Sumber Agung,

Desa Margosari dan Desa Jaya Asri.46

Seiring dengan perkembangannya, KUA Kecamatan Metro Kibang

banyak  mengalami  perubahan  dan  telah  beberapa  kali  pula  mengalami

pergantian  Kepala  KUA kecamatan,  Berikut  nama-nama  Pejabat  KUA

Kecamatan Metro Kibang:

46 Dokumentasi KUA Metro Kibang Tanggal 10 April 2019
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Tabel 4.1

Nama-nama Pejabat KUA Kecamatan Metro Kibang

NO
.

Nama Periode Keterangan

1 Marsidi, B.A. 1992 s/d 1994 -

2 Drs. Marjani 1994 s/d 1997 -

3 Insan Yusuf, B.A. 1997 s.d. 2001 -

4 Edi Efrizal, S.Ag. 2001 s.d. 2002 -

5 Mulyono, S.Ag. 2002 s.d. 2004 -

6 M. Fachrudin, S.Ag. 2004 s.d. 2008 -

7 Badirin, S.Ag. 2008 s.d. 2010 -

8 A. Aziz Priyanto, S.Ag. 2010 s.d. 2013 -

9 Drs. Tongat 2013 s.d. 2015 -

10 Masturi, S.Ag. 2015 s.d. 2016 Plt.

11 Muhammad Ridwan, S.Ag. 2016 s.d. Sekarang Aktif

Sumber: Dokumentasi KUA Metro Kibang47

2. Letak Geografis KUA Metro Kibang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Kibang berdiri di

atas tanah hibah desa kibang,dengan luas tanah 30 x 25 m dan gedung 86

m2, wilayah kecamatan metro kibang adalah wilayah tofografi daratan dan

sebagian  areal  pesawahan,  sebagian  lagi  merupakan  perladangan  yang

ditanam tanaman semusim seperti singkong, padi, dll.

Dengan ketinggian dari permukaan air laut setinggi 40 m dpi, suhu

maksimum 35C suhu minimum 25C, dengan curah hujan 2.300 mm/th.

Jarak wilayah dengan kabupaten Lampung Timur sejauh 60 km, dan jarak

wilayah dengan ibu kota propinsi Lampung sejauh 58 km.

47 Dokumentasi KUA Metro Kibang Tanggal 10 April 2019
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Batas-batas wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang adalah:

a. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Metro Selatan

b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Natar

c. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Jati Agung

d. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Metro48

3. Visi Misi dan Tujuan KUA Metro Kibang

Visi

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas,

mandiri dan sejahtera lahir batin”.

Misi

a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 

b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama

c. Meningkatkan  kualitas  raudhatul  athfal,  madrasah,  perguruan  tinggi

agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji

e. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Tujuan

Pelayanan yang mudah,  cepat,  akurat  dan tepat  kepada masyarakat  dan

meningkatkan  pelyanan  dalam  pelaksanaan  pernikahan  dan  perwakfan

dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. 49

48 Dokumentasi KUA Metro Kibang Tanggal 10 April 2019
49 Dokumentasi KUA Metro Kibang Tanggal 10 April 2019
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4. Struktur Organisasi KUA Metro Kibang

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KUA Metro Kibang
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5. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi KUA Metro Kibang

Sesuai dengan keputusan presiden nomor 45 tahun 1974 tentang

kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi kementerian agama dan

keputusan menteri agama nomor 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi

dan tata  kerja  kementerian  agama (yang disempurnakan)  kantor  urusan

agama (KUA) kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

kantor kementerian agama kabupaten/kota dibidang urusan agama islam di

wilayah kecamatan dan mempunyai fungsi – fungsi sebagai berikut:

a. Kepala KUA
1) Membuat Rencana Tugas dan Pembagian Tugas
2) Meneliti dan Mengesahkan Tugas TU
3) Mengatur jadwal waktu pelaksanaan tugas
4) Mengadakan koordinasi lintas sektoral antar kantor instansi yang

terkait  untuk  mengkondisikan  daerah  dan  kemajuan  dibidang

Agama
5) Mengkoordinasikan pelayanan kepenghuluan
6) Mengawasi pelaksanaan Nikah di Balai Nikah
7) Menetapkan Kehendak Nikah
8) Menandatangani Kutipan Akta Nikah (NA)
9) Melaksanakan pelayanan konsling BP-4
10) Mengkoordinasikan pelayanan Wakaf
11) Mendata perkembangan Sertifikat Tanah Wakaf
12) Melaksanakan pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf
13) Melaksanakan penatausahaan surat Pengesahan Nadzir
14) Melaksanakan Penatausahaan kegiatan Ikrar Wakaf
15) Mengkoordinasikan pelayanan tugaskemasjidan dan ibadah sosial
16) Memproses pelayanan produk halal
17) Pelayanan Keluarga Sakinah
18) Mengkoordinasikan Pertanggungjawaban Keuangan
19) Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis
b. Bidang Urusan Kerumahtanggaan danTata Usaha

1) Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi
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2) Menyelenggarakan  Surat  Menyurat,  Kearsipan,  Pengetikan  Dan

kerumah Tangga Kantor Urusan Agama
3) Memproses Surat Masuk
4) Memproses Surat Keluar
5) Memproses Rekomendasi Nikah
6) Memproses Surat Keterangan Belum Nikah
7) Memroses Legalisir Buku Nikah
8) Memproses permohonan masuk Islam
9) Memproses Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
10) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
11) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan

Adapun Kegiatan surat menyurat baik yang datang dari  jalur

structural maupun lintas sektoral, Dalam Tahun 2018 Sirkulasi  surat

masuk dan keluar adalah Sebagai Berikut:

a. Surat Masuk :185
b. Surat Keluar : 395

c. Bidang Administrasi Nikah, Rujuk, dan Dokinfo

1) Meningkatkan Pelayanan di Bidang Nikah dan Rujuk
2) Memberikan bimbingan dan penasihatan calon pengantin dengan

memanfaatkan  tenggang  waktu  sepuluh  hari  kerja  sebelum hari

pelaksanaan akad nikah
3) Melakukan  Pelayanan  dan  bimbingan  dibidang  pengembangan

keluarga sakinah
4) Membuat Papan Data Statistik Jumlah Nikah dan Rujuk 

5) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah ( N1, N2 dan

N4 )

6) Melakukan pemeriksaan calon pengantin dan mengisi formulir NB

7) Menulis Akta Nikah (model N)

8) Mengarsipkan Akta Nikah (N)

9) Menulis Kutipan Akta Nikah (NA)
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10) Menyusun dan Mengarsipkan berkas pendaftaran Nikah (NB)

11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan

12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA

13) Melakukan  pengambila[n  dokumentasi  pelaksanaan  Nikah  di

Kantor

14) Melakukan input data NR ke sistem aplikasi Simkah

d. Bidang Zakat Wakaf, Hisap Rukyat,  Kemasjidan, dan Produk 

Halal
1) Melaksanakan bimbingan dan Pemberdayaan Masjid
2) Melakukan  pendataan  masjid,  langgar  dan  musholla,  TPQ/TKQ

dan data keagamaan
3) Memberikan  bimbingan  dan  pembinaan  keagamaan  serta

penyuluhan  zakat,  wakaf,  ibadah  social,  haji  pangan  halal,

kemitraan umatarah kiblat dan hisab rukyat. 
4) Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan takmir masjid
5) Membantu BAZ Kecamatan

6) Menyiapkan bahan bimbingan Wakaf dan Produk Halal

7) Memproses permohonan wakaf

8) Memproses Akta Ikrar Wakaf

9) Memproses Sertifikat Wakaf

10) Menginvetarisasi Data Wakaf

11) Memonitoring Nadzir dalam penggunaan Wakaf

12) Menginvetarisasi Produk Halal

13) Memproses pengajuan Sertifikasi Produk Halal

14) Melakukan sosialisasi penentuan dan pengukuran arah kiblat
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15) Melakukan  koordinasi  dengan  team  hisab  Rukyat  Kabupaten

terhadap permohonan pengukuran arah kiblat Masjid/ mushala

16) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan

e. Bidang Penerangan Agama Islam
1) Telah  terlaksananya  komunikasi  yang  harmonis  antara  tokoh

agama dan Tokoh masyarakat di kecamatan Metro Kibang
2) Pendataan jumlah pemeluk dan rumah ibadah
3) Penerbitan SK Pengurus Masjid
4) Pembinaan kemitraan umat islam dan non islam

f. Bidang Lintas Sektoral
Dalam  menjalankan  tugas  non  structural  dan  lintas  sektoral

kami  melaksanakan  secara  koordinasi  dan  terpadu  dengan  instansi

terkait  sesuai  dengan  bidang-  bidangnya  masing-masing.  Adapun

fungsi-fungsinya sebagai berikut:
1) Melaksanakan Koordinasi secara rutin dengan Camat, Uspika, 

instansi pemerintahan, dan Kepala Desa se- Kecamatan Metro 

Kibang
2) Mengikuti Musrenbangdes sekecamatan Metro Kibang.
3) Ikut mensukseskan program UPGK (Usaha Perbaikan Gizi 

Keluarga)
4) Ikut mensukseskan program KB (Keluarga Berencana)
5) Ikut mensukseskan Imunisasi Balita
6) Ikut dalam mensukseskan kamtibmas50

B. Nikah Siri di Wilayah KUA Metro Kibang
KUA sebagai lembaga utama yang mengurusi masalah agama selain

mengurusi  masalah  perkawinan  KUA juga  mengurusi  masalah  keagamaan

lainnya  diantaranya  tentang  mengurus  dan  membina  masjid,  zakat,  wakaf,

baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Dalam hukum di  Indonesia,  semua  pernikahan  harus  didaftarkan  di  KUA.

50 Dokumentasi KUA Metro Kibang Tanggal 10 April 2019
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Sehingga apabila  di  kemudian  hari  terdapat  hal-hal  yang berkaitan  dengan

kebutuhan  keluarga  dapat  dengan  mudah  mendapat  pelayanan,  karena

memang sudah terdaftar. Pernikahan sah apabila memenhi rukun dan syarat

nikah.  Syarat  nikah terkait  dengan hukum agama maupun menurut  hukum

yang berlaku di negara Indonesia. 51

Di kalangan masyarakat terjadi nikah siri yang sering dianggap sama

dengan  nikah  di  bawah  tangan.  Menurut  Muhammad  Ridwan,  yang

mengatakan bahwa nikah siri yang disembunyikan nikahnya seorang laki-laki

dan seorang perempuan yaitu  dengan sengaja melarang wali  maupun saksi

untuk diceritakan kepada orang lain, biasanya digunakan untuk menutupi aib

atau masalah. Sementara nikah di bawah tangan adalah nikahnya seorang laki-

laki dan perempuan yang memenuhi hukum agama tetapi tidak ada pencatatan

baroqah dan luput dari perlindungan hukum yang berwenang serta perkawinan

siri tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada kenyataan yang terjadi di lingkungan KUA Metro Kiang, nikah

siri memang banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan dan faktor

yang menyebabkan nikah siri. Berdasarkan hasil wawancara ,secara langsung

di lapangan, diketahui terdapat beberapa alasan atau yang melatarbelakangi

seseorang untuk melakukan nikah siri, diantaranya adalah sebagai berikut:

Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristrilebih dari

satu  (poligami),  Islam  juga  memperbolehkan  seorang  priaberistri  hingga

51 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Muhammad  Ridwan  selaku  Kepala  KUA Metro
Kibang pada 20 April 2019 pukul 10.00 WIB
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empat  orang  istri  dengan  syarat  sang  suami  harusvberbuat  “adil”  terhadap

seluruh istrinya.
Pernyataan  diatas  itulah  yang  menjadi  alasan  orang  untuk  menikah

lagi, tetapi kebanyakan sang istri tidak menyetujuinya karena takut suaminya

nanti  tidak  dapat  berbuat  adil,  sampai  akhirnya  lebih  sayang  pada  istri

keduanya.  Dan  sampai  akhirnya  memutuskan  untuk  menikah  siri.  Hal  itu

diungkapkan oleh bapak Parno 45 tahun. Berikut penuturannya:
“Saya melakukan nikah siri itu karena istri saya yang pertama tidak

setuju kalau saya menikah lagi mas, tapi mau gimana lagi saya sudah terlanjur

suka sama perempuan itu. Ya akhirnya saya memutuskan untuk menikah siri

saja mas, yang pentingkan kita dapat berbuat adil kepada istri saya”.52

Sedangkan David 18 tahun yang memutuskan untuk nikah siri karena

sudah menghamili perempuan terlebih dahulu, berikut ini pengungkapannya: 
Saya nikah siri karena pacar saya hamil duluan mas, karena umur kami

yang belum memenuhi syarat untuk mendaftar di KUA, saya waktu nikah umu

18 tahun dan istri saya berumur 17 tahun sehingga saya melakukan nikah siri.

Yang penting sah menurut agama dulu mas, karena umur kami yang belum

mencukupi untuk nikah secara sah menurut hukum.53

Budaya yang berlaku dalam masyarakat dan bertindak sebagai suatu

hukum  yang  diakui  keberadaannya  dan  menganut  syarat  hukum  yang

mengikat  meski  tidak  tertulis.  Keberadaan  perkawinan  siri  itusangat

dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat. Budayadan adat itu

sendirilah  yang  kemudian  melahirkan  berbagai  pemikiran  mengenai  baik

buruknya perkawinan siri untuk dilakukan.

52 Hasil wawancara dengan Bapak Parno selaku Pelaku Nikah Siri pada 29 April 2019
pukul 10.00 WIB

53 Hasil wawancara dengan David selaku Pelaku Nikah Siri pada 29 April 2019 pukul
10.00 WIB
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Tidak  hanya  faktor  karena  kondisi  sosial  ekonomi  saja

yangmeletarbelakangi tetapi karena suatu adat atau kebiasaan masyarakatjuga

yang  menganggap  lumrah  pernikahan  siri.  Kebiasaan  masyarakat  terbiasa

menikahkan anaknya lewat pernikahan siri  menjadikan nikah siri tidak lagi

menjadi  hal  yang tabu.  Seperti  pengungkapan saudara Purwanto bawah ini

yang menikah siri karena selain menghindari perbuatan zina juga karena suatu

adat, Pernikahan siri yang dilakukan dikarenakan ada saudara sekandung yang

akan menikah juga atau dalam adat Jawa disebut dengan ngelangkahi berikut

ini penuturannya:
Nikah siri yang saya lakukan agar terhindar dari perbuatan zina, selain

itu karena dalam adat istri saya ada saudara perempuan menikah dalam waktu

dekat sehingga istri saya selaku kakak hharus segera menikah,oleh karena itu

nikah siri adalah langkah yang paling tepat yang harus kami lakukan.54

Pada  dasarnya,  pencatatan  nikah  tidak  disyariatkan  dalam  agama

Islam.  Namun,  dilihat  dari  segi  manfaatnya,  pencatatan  nikah  sangat

diperlukan.  Berdasarkan  realitas,  bahwa  suatu  perkawinan  tidak  selalu

langgeng,  tidak sedikit  terjadi  perceraian yang penyelesaiannya berakhir  di

Pengadilan.55 Apabila  perkawinan  itu  terdaftar  di  Kantor  Urusan  Agama

(KUA)  dan  di  samping  itu  pula  mendapat  akta  nikah,  maka  untuk

penyelesaian perceraian itu lebih mudah mengurusnya. Berbeda apabila suatu

perkawinan  tidak  tercatat  atau  disebut  perkawinan  siri  dan  tidak  ada  akta

nikah, maka pengadilan agama tidak mau mengurusinya. Karena perkawinan

54 Hasil wawancara dengan Purwanto selaku Pelaku Nikah Siri pada 29 April 2019 pukul
10.00 WIB

55 Hasil wawancara dengan Ibu Amri Husniati selaku  staff administrai nikah dan rujuk
KUA Kecamatan Metro Kibang pada 20 April 2019 pukul 10.00 WIB
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itu  dianggap  tidak  pernah  terjadi.  Orang  yang melakukan  perkawinan  siri,

mereka hidup sebagai suami istri tanpa mempunyai kutipan akta nikah, yang

pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh pemuka agama di tempat perkawinan itu

dilaksanakan.
Kemudahan  dalam mengurus  pencatatan  pernikahan  sekarang  dapat

dilakukan dengan mudah karena jika memang benar-benar  calon pengantin

tidak  memiliki  biaya  nikah  dapat  dilakukan  secara  gratis  di  KUA Metro

Kibang, tetapi jika ingin mengundang penghulu sebagai penjabat fungsional

KUA Metro Kibang yaitu Bapak Muhammad Ridwan maka calon pengantin

dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- 56

Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Metro Kibang yang

bernama  Bapak  Muhammad  Ridwan  S.Ag  memang  membenarkan  adanya

nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat yang ada didaerahnya, yang mana

masyarakat  melakukan  hal  tersebut  dengan  beberapa  permasalahan

diantaranya: pertama, faktor pendapatan perhari yang minim. Kedua, kurang

tingginya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  pecatatan  pernikahan.

Ketiga, faktor rendahnya pedidikan. 57

Selanjutnya penulis  melakukan wawancara dengan masyarakat  yang

melakukan nikah dibawah tangan,  pertama warga  yang bernama Hermanto

Bekerja sebagai buruh serta alasan (berkata) mengapa dia melakukan nikah

siri adalah “Boro-boro buat daftar biaya nikah ke KUA, buat makan setiap

hari juga akang harus cari sana sini pekerjaan, soalnyakan akang mah cuma

buruh  tani  yang  penghasilannya  tidak  jelas  dan  tidak  tetap,  jadi  akang

56 Hasil wawancara dengan Ibu Amri Husniati selaku  staff administrai nikah dan rujuk
KUA Kecamatan Metro Kibang pada 20 April 2019 pukul 10.00 WIB

57 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Muhammad  Ridwan  selaku  Kepala  KUA Metro
Kibang pada 20 April 2019 pukul 10.00 WIB
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nikahnya engga  ke  KUA sebab engga  punya uang,  terus  kata  orang-orang

Nikah ke KUA mah ribet prosedurnya“.58

Alasan  lain  juga  dikatakan  oleh  Purnomo  yang  mengatakan  bahwa

terlalu  rumit  dalam  mengurus  pencatatan  perkawinan  atau  mengurus  akta

nikah dan juga  biaya  yang tidak  murah merupakan salah  satu  faktor  yang

menyebabkan Purnomo melakukan nikah siri.59

Kemudian  penulis  wawancara  kembali  dengan  masyarakat  yang

melakukan nikah siri,  yang kedua warga bernama Dadang Bekerja  sebagai

buruh serta alasan (berkata) mengapa dia melakukan nikah siri adalah “jarak

yang harus ditempuh ke Kantor Urusan Agama (KUA) kurang lebih memakan

waktu sekitar satu jam perjalanan dengan akses yang kurang bagus (jalannya

jelek)  dan Dadang tidak tahu menahu tentang pentingnya pencatatan nikah

karena Dadang hanya sekolah SD.
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui beberapa faktor

yang menyebabkan terjadinya nikah siri:
Pertama,  sangat  terbatasnya  pendapatan  perekonomian  masyarakat

dalam  kehidupan  sehari-harinya.  Sehingga  mereka  beralasan  bahwa

ketidakmampunya untuk membayar biaya administrasi yang ada di KUA serta

biaya transportasi  untuk menempuh jarak ke KUA. Sebab kondisi ekonomi

masyarakat di Kecamatan Metro Kibang yang sebagian besar dan hampir rata-

rata  semua orang adalah  bekerja  sebagai  buruh tani  karena  sebagian  besar

tanah di Lampung Timur khusunya di daerah Kecamatan Metro Kibang adalah

persawahan  dan  perkebunan.  Karena  dengan  kondisi  perekonomian

58 Hasil wawancara dengan Bapak Hermanto selaku Pelaku Nikah Siri pada 28 April
2019 pukul 10.00 WIB

59 Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Pelaku Nikah Siri pada 28 April 2019
pukul 10.00 WIB
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masyarakat  seperti  inilah  yang  secara  status  sosial  berada  pada  garis

menengah  dan  menengah  kebawah  yang  penghasilan  perharinya  pun  pas-

pasan  bahkan  bisa  dibilang  kurang.  Hal  inilah  yang  membuat  masyarakat

menjadi  tidak mau untuk mendaftarkan pernikahan mereka di  KUA karena

akan menyedot biaya yang cukup banyak.
Kedua, adanya rasa malu dan malas bagi kedua keluarga dan mempelai

untuk mendaftarkan diri atau mendaftarkan putra-putrinya untuk melakukan

pernikahan  di  Kantor  Urusan  Agama  setempat.  Sebab  mengingat  sumber

permasalahannya ada pada dalam mental  diri  si  pelaku nikah,  adanya rasa

malas dan malu ini disebabkan karena status penikahan mereka yang ternyata

berasal dari suatu “kecelakaan” yang telah mereka lakukan.
Ketiga,kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman  hukum  di  masyarakat

masih banyak di antara masyarakat di Kecamatan Metro Kibang yang belum

menyadari  dan  memahami  sepenuhnya  betapa  pentingnya  pencatatan

perkawinan.  Walaupun  dalam  kenyataannya  perkawinan  itu  dicatatkan  di

KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Atau

mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh

masyarakat  setempat.  Belum diniatkan  dengan  kesadaran  sepenuhnya  akan

segi-segi  manfaat  dari  pencatatan  perkawinan  tersebut.  Padahal  pencatatan

perkawinan  yang  merupakan  perintah  undang-undang  No.  1  Tahun

1974sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas

perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan

perlindungan  hukum  bagi  suami  isteri  yang  bersangkutan  beserta  anak

turunnya di kemudian hari.
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Keempat,  rendahnya  tingkat  pendidikan  yang  dipelajari  masyarakat

yang  ada  di  kecamatan  Metro  Kibang,  yang  mana  para  pelaku  nikah  siri

kebanyakan  di  antara  mereka  adalah  orang-orang  yang  bersekolah  hanya

sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai

pada  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP).  Mereka  tidak  begitu  mengetahui

betapa pentingnya pencatatan perkawinan, karena pendidikannya kurang.

C. Peran KUA Metro Kibang Dalam Mengatasi Nikah Siri

Adapun  Peran  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Metro

Kibang yang memiliki jumlah tertinggi dalam hal masyarakat yang melakukan

nikah  siri  diantara  kecamatan-kecamatan  yang  ada  diwilayah  Pemerintah

Kabupaten Lampung Timur. Hal-hal yang dilakukan Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Metro Kibang dalam meminimalisir nikah siri, diantaranya

adalah:
Pertama,  melakukan  penyuluhan-penyuluhan  Pencatatan  Pernikahan

dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan

Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  di  Kantor  Urusan  Agama  kepada  calon

pengantin dan wali. 60

Kedua,  melakukan  sosialisasi  tentang  pentingnya  pencatatan

pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga,  ibu dan anak melalui

seminar-seminar  dan  pengajian-pengajian  yang  diadakan  oleh  KUA Metro

Kibang  melalui  perwakilannya  di  kecamatan  yang  diselenggarakan  di

masyarakat. 61

60 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Muhammad  Ridwan  selaku  Kepala  KUA Metro
Kibang pada 20 April 2019 pukul 10.00 WIB

61 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Muhammad  Ridwan  selaku  Kepala  KUA Metro
Kibang pada 20 April 2019 pukul 10.00 WIB
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Ketiga,  Kantor  Urusan  Agama  saling  bekerjasama  dengan

rekankerjanya  yang  berada  di  setiap  desa  yaitu  P3N  (Pembantu  Pegawai

Pencatat  Nikah/  Amil  Desa)  bersama  staff  aparatur  desa  melakukan

penyuluhan-penyuluhan  setiap  2  Bulan  sekali  kepada  masyarakat  yang

diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering

diselenggarakan  di  balai  desa  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah

disepakati. 62

Keempat, pendekatan yang dilakukan oleh pihak KUA Metro Kibang

sebagai lembaga utama yang mengurusi pernikahan di wilayah Metro Kibang

dengan  pendekatan  yang  dilakukan  melalui  majelis  taklim  yang  ada  di

masyarakat  dengan  penjelasan  bahwa  lebih  banyak  dampak  negatif  yang

didapatkan  dari  pernikahan  siri  dari  pada  dampak  positif  terutama  dalam

hukum  yang  berlaku  di  negara  Indonesia  yang  didapatkan  sehingga

masyarakat akan menghindari nikah siri
Dari  data  yang telah didapat dari  hasil  wawancara dengan beberapa

pihak,  diantaranya kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro

Kibang asyarakat yang melakukan nikah siri dan seorang staf yang bekerja di

Pengadilan  Agama  serta  data  real  yang  diperoleh  dari  Pengadilan  Agama,

dapat  dijelaskan  bahwa  sebagian  dari  warga  masyarakat  yang  berada  di

wilayah Kecamatan Metro Kibang yang sebagian besar bekerja sebagai buruh

tani tidak mengetahui akan pentingnya pencatatan perkawinan sebab mereka

hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya

sampai  pada  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  serta  rendahnya  acara

62 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Muhammad  Ridwan  selaku  Kepala  KUA Metro
Kibang pada 20 April 2019 pukul 10.00 WIB
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sosialisasi  yang  diselenggarakan  oleh  pihak  KUA  tentang  pentingnya

pencatatan perkawinan. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat enggan

dan  malas  untuk  mendaftarkan  pernikahannya  ke  Kantor  Urusan  Agama

(KUA).
Selain itu pengajuan isbath nikah merupakan salah satu solusi dalam

nikah siri,  seperti  yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Ridwan yang

mengatakan  bahwa isbath  nikah dilakukan sebagai  akibat  dari  nikah  tanpa

dicatat/ tidak punya akta nikah.  Isbath nikah itu sendiri adalah permohonan

pengesahan  nikah  yang  diajukan  ke  pengadilan  untuk  dinyatakan  sah-nya

pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi

seseorang untuk melakukan itsbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan Surat Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama

setempat;
2. Surat  keterangan  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  setempat  yang

menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
3. Surat  keterangan  dari  Kepala  Desa/Lurah  yang  menerangkan  bahwa

Pemohon telah menikah;
4. Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah;
5. Membayar biaya perkara;
6. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan. 63

Selain  itu,  untuk  mengatasi  nikah  sirri,  nikah  massal  juga  pernah

diadakan di Metro Kibang sebagai salah satu solusi dalam mengatasi nikah

siri.  Pernikahan  masal  ini  membantu  meringankan  masyarakat  yang

ekonominya melemah atau kurang mampu dan suatu organisasi pun membuka

acara pernikahan masal bagi mereka yang ingin nikahnya resmi di KUA dan

63 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Muhammad  Ridwan  selaku  Kepala  KUA Metro
Kibang pada 20 April 2019 pukul 10.00 WIB
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bagi  mereka  yang  ingin  memiliki  keturunan  tapi  tidak  punya  biaya  untuk

menikah,  karena  dengan tidak  adanya catatan  pernikahan yang resmi  akan

mengakibatkan  kendala  hukum terhadap  terhadap  ahli  waris.64 Selanjutnya

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Kibang menilai bahwa salah

satu faktor yang sangat dititik beratkan terhadap masyarakat yang melakukan

nikah siri adalah masih sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat

untuk  melakukan  pencatatan  pernikahan  karena  masyarakat  beranggapan

bahwa apabila  mereka  melakukan pencatatan pernikahan pasti  prosedurnya

akan  ribet  dan  berbelit-belit  serta  lama  prosesnya.  Namun  kepala  Kantor

Urusan  Agama  (KUA)  juga  mengakui  bahwa  pihaknya  telah  berusaha

semaksimal mungkin dalam melakukan sosialisasi ke desa-desa yang berada

dibawah naungan Kecamatan Metro Kibang terutama untuk desa-desa yang

berada di dekat dengan perbatasan-perbatasan kabupaten lain, namun hasilnya

belum begitu  maksimal.  Sebab  ketika  acara  sosialiasi  yang  diadakan  oleh

pihak KUA ke desa-desa diselenggarakan,  masyarakat  yang menghadirinya

sangatlah minim pengunjung karena sibuk bekerja ke pasar, ke ladang atau ke

sawah sehingga mereka tidak sempat untuk hadir.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  menurut  penulis  kegiatan  mengenai

sosialisasi  tentang  pentingnya  pencatatan  pernikahan  yang  diselenggarakan

oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi dan meminimalisir

nikah siri  yang dilakukan di masyarakat  ternyata masih minim dan kurang

efektif, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan dengan

Kabupaten  lain  karena  terkendala  oleh  jarak  dan  akses  perjalanan  serta

64 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Muhammad  Ridwan  selaku  Kepala  KUA Metro
Kibang pada 20 April 2019 pukul 10.00 WIB
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sibuknya mereka dalam bekerja (buruh) untuk menghidupi kebutuhan sehari-

harinya. Maka tidak heran apabila ditemukan masih ada sebagian masyarakat

yang  belum  dan  tidak  mau  mencatatkan  pernikahannya  di  Kantor  Urusan

Agama (KUA) sebab para pelaku nikah siri tidak mengetahui akan dampak

yang akan diterima kelak.
Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Metro  Kibang  selalu  berusaha  menyelenggarakan  acara  sosialisasi  dan

memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya

pencatatan  pernikahan  di  KUA.  kemudian  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)

Kecamatan  Metro  Kibang  melakukan  penyuluhan-penyuluhan  Pencatatan

Pernikahan  dan  Keluarga  Bahagia  yang  dilakukan  oleh  Badan  Penasehat,

Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  di  Kantor  Urusan  Agama

kepada calon pengantin dan wali.
Cara seperti  inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Metro Kibang dalam mengatasi dan meminimalisir

nikah siri  yang sering  terjadi  di  masyarakat.  Meskipun pada  kenyataannya

masih  ada  saja  sebagian  masyarakat  yang  enggan  dan  malas  untuk

mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka

dapat disimpulkan bahwa: 

Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di kecamatan Metro Kibang

kabupaten Lampung Timur diantaranya:

1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga

Bahagia yang dilakukan oleh BP4 di KUA  kepada calon pengantin dan

wali.
2. Melakukan  sosialisasi  tentang  pentingnya  pencatatan  pernikahan  dan

dampak  buruknya  terhadap  keluarga,  ibu  dan  anak  melalui  seminar-

seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama

melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.
3. KUA Metro Kibang saling bekerjasama dengan rekankerjanya yang berada

di  setiap  desa  yaitu  P3N  bersama  staff  aparatur  desa  melakukan

penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat
4. KUA  Metro  Kibang  melakukan  pendekatan  yang  dilakukan  melalui

majelis  taklim yang  ada  di  masyarakat  dengan penjelasan  bahwa lebih

banyak dampak negatif  yang didapatkan dari  pernikahan siri  dari  pada

dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia

yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah siri
B. Saran

1. Kepada  masyarakat  khususnya  yang  berada  di  wilayah  kabupaten

Lampung Timur terutama masyarakat yang memeluk agama Islam, para

ulama,  dan  para  pemimpim  pemerintahan  agar  selalu  meningkatkan
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kegiatan–kegiatan  yang  bersifat  positif  yang  berlandaskan  pada  syariat

Islam dalam berbagai  kesempatan  yang diselenggarakan di  masyarakat,

terutama  mengenai  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  agar  masyarakat  luas  lebih  mengetahui,  mengerti  serta

menjalankan  poin-poin  penting  didalamnya,  dengan  harapan  agar

terwujudnya  masyarakat  yang  sadar  hukum  serta  terwujudnya

kemaslahatan secara luas di masyarakat.
2. Kepada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  khususnya  yang  berada  di

Kecamatan  Metro  Kibang  selaku  administrator  pemerintahan,  dan

administrator  kemasyarakatan  hendaknya  selalu  berupaya  memberikan

pelayanan  publik  yang  sebaik-baiknya  kepada  masyarakat  khususnya

dalam masalah administrasi surat-surat pernikahan.
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN KUA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI KECAMATAN

METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. WAWANCARA
1. Ketua KUA Metro Kibang

a. Bagaimana sejarah singkat KUA Metro Kibang?
b. Selain mengurus  prosedur nikah, pelayanan apa saja yang diberikan

oleh KUA kepada Masyarakat?
c. Menurut Bapak bagaimana pernikahan itu dianggap sah?
d. Apakah perbedaan antara nikah siri dan nikah bawah tangan?
e. Bagaimana   pendapat   bapak   mengenai   nikah   bawah  tangan

khususnya di daerah Metro Kibang?
f. Bagaimana  pandangan  KUA  tentang  perkawinan  yang  hanya

dinikahkan  oleh kiyai tanpa dicatat oleh KUA?
g. Bagaimana kedudukan nikah siri menurut hukum Islam dan hukum

positif?
h. Apa saja  langkah kongkrit  KUA yang dilakukan untuk mengatasi

nikah siri?
i. Seandainya  terjadi  nikah  siri  di  lingkungan  KUA  yang  Bapak

pimpin, langkah apa yang Bapak ambil mengatasi hal tersebut?
j. Bagaimana Bapak mengetahui adanya masyarakat yang melakukan

nikah siri?
k. Menurut bapak, faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat

melakukan nikah siri serta apa saja hambatannya?
l. Apa  saja  solusi  yang  diberikan  oleh  KUA bagi  anak  yang  tidak

memiiliki akta nikah akibat orang tuanya melakukan nikah siri?
m. Apa  saja  upaya  yang  KUA  lakukan  dalam  mengatasi  dan

meminimalisir problematika nikah siri?
n. Bagaimana  pembagian  kerja  yang  dilakukan  di  KUA  dalam

melaksanakan penyuluhan?
2. Bagian Administrasi Nikah dan Rujuk
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a. Bagaimana cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang

hendak melangsungkan pernikahan?
b. Apa  saja  persyaratan  pemeriksaan  terhadap  surat-surat  dan

persyaratan administrasi pernikahan?
c. Apakah  anda  melaksanakan  pengecekan  terhadap  registrasi  akta

nikah.
4. Pelaku Nikah Bawah Tangan

a. Berapa kali anda menikah?
b. Apakah pernikahan anda dicatatkan di KUA?

c. Apakah anda mengetahui pernikahan yang anda lakukan termasuk

nikah siri?
d. Berapa penghasilan anda selama 1 bulan?
e. Apakah anda menikah dicatat di KUA?
f. Siapa saja saksi yang menghahdiri pernikahan anda?
g. Apa yang anda rasakan dari dampak pernikahan?
h. Apakah anda akan mendaftarkan pernikahan ke KUA?
i. Apa yang menyebabkan anda melakukan nikah siri?

B. DOKUMENTASI
1. Profil KUA Metro Kibang
2. Data Pelaku Nikah Siri di Lingkungan KUA Metro Kibang
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Peneliti dan Bidang Administrai Nikah Dan Rujuk KUA Kecamatan
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